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DENGAN R \HMAT TUHAN YANG MAMA ESA 

BUPATI KONAWE UTARA, 
Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan 

hams didukung oleh kecepatan pelayanan melalui implementasi 
penyeienggaraan pelayanan perizman dan non perizinan secara 
elektronik (E-Signature) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

b. bahwa untuk mewujudkan maksud humf a dan dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan perizirian dan non perizinan, 
perlu menerapkan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud humf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara 
tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik 
(E-Signature) pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas 
Penanaman Modal da Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Konawe Utara: 

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038) 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lemba ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
s e b a g a i m a n a te lah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoneeia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyeienggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189); 

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
P e l a y a n a n T e r p a d u Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal; 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyeienggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Penyelenggara Sistem Elektronik; 

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat\ Daerah 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik 

(E-Signature) pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

BAB I K E T E N T U A N U M U M 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 
2. Bupati adalali Bupati Konawe Utara. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Dinas Penanaman Modal d a n Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal d a n Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. 

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanarnan Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. 

6. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas 
Informasi Elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi d a n clan 
autentikasi. 

7. Penanda Tangan adalali Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara 

8. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalali kode pribadi, kode 
biometrik, kode kriptoqrafi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubal ian 
tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode 
lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi, 



9. Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

10. Aplikasi Perizinan adalah Aplikasi yang digunakan dalam proses 
penerhitan izin di Dinas Perianaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, 

11. Pelayanan Publik adalali kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, danj atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan pu blik. 

12. Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan 
Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. 

Pasal 2 
(1) M a k s u d d i t e tapkannya p e d o m a n p e n g g u n a a n t anda t angan e lekt ronik ini 

adalah untuk memberikan landasan hukum dalam menggunakan tanda 
tangan elektronik pacta pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas 

(2) Penggunaan tanda tangan elektronik pada pelayanan perizinan dan non 
perizinan di Dinas bertujuan untuk mendukung kelancaran, efektifitas dan 
efisiensi penyeienggaraan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal 
dan PTSP. 

BAB II 
PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK 

Bagian Kesatu Umum 
Pasal 3 

(1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan pada pelayanan perizinan dan 
non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu Tanda Tangan 
Elektronik tersertifikasi. 

(2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. 

Pasal 4 
(1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

mempakan persetujuan Kepala Dinas atas izin dan non izin 
yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut. 

(2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi 
sebagai alat auteritikasi dan verifikasi atas: 
a. identitas Penanda Tangan; dan 
b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik. 



Bagian Kedua Ketentuan Penggunaan 
Pasal 5 

T a n d a T a n g a n E lek t ron ik (E-S igna tu re ) d i g u n a k a n o l eh K e p a l a D i n a s 
un tuk pene rb i t an izin dan non izin 

Pasal 6 
(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum 

yang sah j ika: 
a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada 

Penanda Tangan; 
b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses 

penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; 
c. Persetujuan terhadap izin atau non izin di lakukan Kepala Dinas 

melalui menu pengesahan pada Aplikasi Perizinan. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku 

sepanjang Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk penerbitan izin 
dan non izin melalui aplikasi perizinan. 

Pasal 7 
(1) Da ta Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk 

hanya kepada Kepala Dinas dan dapat digunakan untuk 
mengidentif ikasi Kepa la Dinas . 

(2) Data Pembua tan TandaTangan Elektronik sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) dibuat oleh A d m i n Aplikasi Perizinan. 

(3) Data Pembua tan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana d imaksud p a d a 
ayat (1) dan ayat (2) h a m s memenuh i ketentuan: 
a. seluruh proses pembuatan Data Tanda Tangan Elektronik dijamin 

keamanan dan kerahasiaannya oleh Admin Aplikasi Perizinan; 
b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik ters impan dalam suatu 

med ia elektronik yan ISberada dalam penguasaan Penanda Tangan; 
c. Data yang terkait d e n g a n Penanda Tangan wajib ters impan di t empat 

atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya 
mil ik Dinas yang dap.rt mendeteksi adanya pembahan dan memenuh i 
persyaratan: 
1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data 

b a m , mengubah, rnenukar, atau menggant i data; 
2. informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa 

keautentikannya. 
(4) Penanda Tangan dan A d m i n Aplikasi Perizinan wajib menjaga 

kerahasiaan dan ber tanggung j a w a b atas Data Pembuatan T a n d a 
Tangan Elektronik. 

Pasal 8 
(1) Pada proses penandatanganan wajib di lakukan mekan isme untuk 

memas t ikan Da ta Pembuatan Tanda Tangan Elektronik: 
a. masih berlaku, t idak dibatalkan, atau t idak ditarik 
b. tidak di laporkan hilang; 



c. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; 
d. berada dalam kuasa Penanda Tangan. 

(2) Sebelum dilakukan penandatanganan, izin dan non izin yang akan 
ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Kepala Dinas. 

(3) Persetujuan Kepa la Dinas terhadap izin dan non izin yang akan 
ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik wajib menggunakan 
Aplikasi Perizinan. 

Pasa l 9 
Admin Aplikasi Perizinan bertanggung j awab atas penggunaan Data 
Pembuatan Tanda Tangan Elektronik atau alat pembuat Tanda Tangan 
Elektronik. 

Pasal 10 
(1) Sebelum Tanda Tangan Elektronik digunakan. Admin Aplikasi Perizinan 

wajib memast ikan identifikasi awal Penanda Tangan dengan cara : 
a. Kepala Dinas menyampaikan identitas kepada Admin Aplikasi 

Perizinan; 
b. Kepala Dinas melakukan registrasi kepada A d m i n Aplikasi Perizinan; 

(2) Proses verifikasi Informasi Elektronik yang ditandatangani dapat 
dilakukan dengan pengecekan informasi melalui aplikasi perizinan. 

Pasal 11 
(1) Da lam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak 

lain yang tidak berhak, tanggung j a w a b pembukt ian penyalahgunaan 
Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada : 
a. Front Office pad a proses pendaftaran 
b. Back Office pada proses pendataan 
c. Kepala Bidang perizinan dan Non Perizinan pada proses rapat dan 

survey lapangan 
d. Tim teknis pada proses rekomendasi 
e. Kepala D P M - P T S P pada proses penetapan 
f. Bendahara pener imaan pada proses pemabayaran 

(2) Penetapan penanggung j a w a b pembukt ian penyalahgunaan tanda 
tangan elektronik sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dibuat melalui 
keputusan Kepala Dinas 



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Konawe Utara. 

Ditetapkan di: Wanggudu 
Pada Tanggal ^ Of^^oL(?r 2019 

M^UPATl KONAWE UTARA 

H. RUKSAMIN L Di Undangkan di Wanggudu 
Pada Tanggal ^ '^t^iohftr 9o(^ 

SEKRETARIS DAERAH, 

H. MARTAYA 
BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 


